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KEPUTUSAN MENTEP.I KESEHATAN REPUBLII< INIXNESIA 

Na1'JR : 8S8/MENKES/SK'/XI/1988 

TEN TANG 

PEIXMAN PEMBWF11\N JARINr,l\N ro<UMENTASI 

DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUN<;n.N 

DEPARrEMEN KESEHATAN 

. MENTERI KE.SEHATAN REPUBLIK INIXNESIA, 

a . bahwa c)alam ra'rlgi--; ?2IT:b~riaan hukum ~~ p=-~ni.r1gka.:,:an p.r:vJ.uJ.;: 

· hukum peratura.1 :;:er..ndang-undangan di'hi da.l"lg k~~-=l'-2-7-"'n , di­

perlukan sar~""la pe..··n .mjang bert.JI?a bahan dcl<:urreEitc.si d.::.!1 i..."1-
... 

for:nas± hukurrt yang lei."'lgkap; se.11.ingga · ili.capai. suat:.u. kese..":<:! . ..... 

gaman dalam p=ngeloh12111 doKurtEntasi dan· -l71fc:~rnas.i h:tilrum. di. 

lingk.unga."1 D::pa.ri.Htcii Kese...'li.atan;: 

b _ bafiwa re:rpusta.1<aan. kesehatan yang ada di. Wilayah IrErupa.~a..-r 

'tei.llpat rre..11.ghirnpun serta pengelolaan dokmentasi dan infer-

rr:asi hukurn; 

c. bahwa l::erlmbung dengan hal tersebut diatas maka dipandan'J 

perlu untuk rrenetapkan Pedanan Pembinaan Jaringan .I:bkuren­

. tasi aan Infor:masi' Ffukum fil . lingkungan I:eparterren Keseha -

tan sebagai pe&xnan pengelolaan Dokutentas:j: dan Infor:masi 
. . 

Hukum yang l::erlaku· fil li:ngkungan I:epartercen Kesehatan. 

: 1. Undang-uridang No . 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan; 

2. Peraturan Presi'den No . 20 Tahun .1961. tentang Tugas _kewaji­

ban lapangan peke rj aan ad<unentasi dan perpustakaan di ling_ 
kungan Pe..'lerintah.; · 

-3. Keputusan P:resiaen No.44 Tahun 197~ tentang Pokdc-9Qkd< 0r-· 

ganisasi 'Cepartercen ; 

4. Keputusan Presiden Fepuklik Indonesia No.15 · Tahun 1984 ten­

tang S\.Eunan Organisasi D:parterro...n; 

.5. Keputusan M:nteri Kesehatan No.558,/Menkes/SK/84 tentang Or­

ganisasi dan Tata Kerja Departercen Kesehatan. 
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M E ·M U T U S K A N 

PEro.mN PEMBINAAN JARING.?>N OOKUMENTASI DAN INFORM.A.SI HUKU1·1 

DI LINGKlliGAN IEPARI'EMEN KESEHATAN. 

Pedanan. Pembinaan Ja_ringan . ~urrentasi dan Info:rmasi Hukum 

di Lingkungan r::ep:rrtenen Kesehatan adalah sebagai.mana ter­

cantum pada larrpiran Surat Keputusan ini. 

~rlakukan Pedoman ini untuk diterapkan diseluruh jaja­

ran I::epa.rte..Te:rl Kesehatan bail: di. Pusat raa.upun di Daerah. 

Keputusan ini rnulai :t::erlaku seja.1< tanggal ditetapkcu1. 

Dit:e.tapkan di : J A K A R T A 

: 1?. ~r 1988 

Salinan KepUtusan ini disarrpaikan kepada Yth.: 

1. Sekretaris Jenderal r::epartercen Kesehatan, 

2. I.r..sp:ktur Jenderal I:.epartemen Kesehatan, 

3. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Ll.ngkungan Departerre.T'l Kesehatan 

4. Para Direksi Perun & Persero ell.. Llngk.ungan Departerren Ke sehatan, 

5. Para Kepala Biro Hukum r::eparterren dan I.embaga Non ' Departerren, 

6. Para KepaJ.a Kantor Wilayah Cep.Kes -di Seluruh Indonesia, 
7. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Dati I di Seluruh Indonesia. 
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LAMPIRAN Keoutusan M=nteri Kesehat:ar1 RI 

Nc;im:>r : 858,IMEN.KES/SK/XI/1988 

Tentano Pedorrari. Pembinaan Jari 
J -

ngan r:okureLtasi dan Infornasi 

Hukum di Lingkungan !Epartenen 

Kesehatan. 

A. PENDAHUIIJAN' 

Perrbangunan dibidang Hukum dalam Negara Hl.icum Irn:b1esia adalah berdasar­

kan atas landasan· Pancasila dan Undang-undarig Dasar 1945. 

Penyelenggaraa.n dokurcentasi dan infonnasi hukum di 1.ir.gkungan De:oart.erren 

Kesehatan adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam rctngka pelaksanaan pem 

binaan dan penyebarluasan infonnasi ~dang-undangan. bidanq k.esehatan pada. 

khususnya dan Peraturan perundang-undangan pada tmrrr!YCi-

Pembinaan bi.dang hukum harus marrpu nengai:ahkan dan menanr.mng kebutuhan -

_ kebut:uha.."1. hukum sesuai dengan kesadaran htkum nasyaral~t yang l::erlceirbang ke 

arah m::><Emisasi rrenurut tingkat kemajuan pembangunan diseqala bi.dang sehing_ 
ga tercapai ketertiban dan kepastian hukurn khususnya Oalam setiao w.aya .i;ela 

yana.n dan kegiatan kesehatan lainnya. 

Dalam sektor kesehatan yang demikian kom::>leks dan luas, dirasakan · bahwa 

peraturan ·?"-i;undang-undangan yang rrendukung u;>aya kese..t-iatan :o=rlu ditingkat­

kan. 

D:ngan dikembangkannya Sistem Kesehatan Nasional sudah tiba saatnya untuk 

rrenata kenbali peraturan p:rundarig-undangan bidang kesehatan .<.?alam rangka ~ 
. . 

buatan produk. hukum yarig-.lebih:_ses:aai .s:ert.a_:n:enduk.ung upaya pelayanan' keseha-

tan, :i;:engatur wew->_nang dan ~ggung jawab rrendukung program dan kegia.tan kes::_ 

hatan lainnya yang sudah atau akan dikernbangkan, baik oleh Perrer.,.ntah niaupun 

masyaiakat ternasuk swasta. 

Selanjutnya dalam rangka pernbinaan huk.um kesehatan ini kegiatan-kegiatan 

:i;:endokllI!erltasian produk. huk.um, publikasi hukum dan kepustakaan hukum, sernua­

nya perlu rrendapat :i;:erllatian secara seksarna. 
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B. MAKSUD DAN ·TD.JUAN 

Sebagairnana kita ke.taimi. ba,hwa sqrrpai:· saat ini di L.eparterren Kesehatan belum 

ada keseragaman dalam pengelolaan dokurrent.asr hukum baik pada tinqkat Pusat 

maupun tingkat Daerah, Ketidak seragaman tersebut karena secara form.il unit 

organisasi yang rrenangani dckmentasi. baru ada di Biro Ifukurn dan Humas Sekre­

tariat Jenderal, sehingga pada uni't orqanisasi lainnya l:elum dikelola secara 

baik. walaupun s~cara fungsicnal tugas :i:engm~::mlan atau dokurrentasi sudah ada. 

Atas dasar pernikiran tersebut dirasakan !?=rlu adanya Si'stem Jaringan Dckurren-­

tasi: dan Informa.si Hukun seC:ara nenyeluruh yang dapat diterapkan a.:t tinokat 

I:Epart.ercen, Eselon r, . Y...antor Wilayah~ . Badan ·usaha Milik 'Negara di liDg -

kungan Departerren Kesehatan,. maupun unit-unit ;:elaksanaan· teknis lai:nnya. 

~.?ernbangunan kesehatan rremerlukan Ianaasan hnkum yanq mantap sehinqga da.P:'-:t 
rreml:eri !?=rlingdungan -atau pengayanan huk:uin terhadao pelaksanaan pembangunan. 

Sebagaimana diketahui pembinaan dan JJEmgernbangan hukum dibidang keseha.ta.1 di­

tujukan untak tercapalllya ket.ert.ib:m dan keoastian huklm untuk. IrenTparlancar 

P=laksanaan pembanganan di.btdang keseliatan. 

Proses Jaringan IXJkurnentasi dari Info:i:masi Hokum i'tn sendiri perlu dit-riantapJcan 

can di:ti:ngkatkan supaya aapat lebih. nengjlnbangi pesatnya peran serta masyara­

kat dalarn pembangunan kesehatan, oleh karena itu rnasalah yang Ki.ta hadapi · 

saat ini sangat karplek. sehingga di:i::::erlukan p:mgaturan kembali terhadap hal­

hal yang ~ lu dise.rcpurnakan, rreningkatkan produk hukurn yang dilaksanakan s~ 

cara ~~p serta penyebarluasannya kepada setiap aparat kesehatan maupun 

kepada rnasyarakat lainnya. 

Dalam proses :i::::engadaan :i::::eraturan hukum dan !?=nyebarannya diperlukan peranan 

Dokumentasi dan Infor:masi Hukurn sebagai- sarana :oenunjang t erhadap kelanca,ran 

pelalcsanaan tugas Lep?.rterren Kesehatan ba±k di Pusat maupun di Daerah . 

Sejak Re:i::::elita ke rII dan Repelita sebelumnya jumlah peraturan !?=rundanq-un~ 

ngan yang terdiri dari l:erbagai l:entuk bertambah dengan pesat , serta ma.kin 

rneluasnya bidang atau subyek yang aiatur, kemudi:an mernerlukan penataan dan 

µmgelolaan yang baik. sehingga mudah. nenemukannya kembali apabila sewaktu-wak­

tu diperlukan. 

Melihat kenyataaT'l bahwa. cara penanganan Dokumentasi dan Inforrnasi Hukurn di 

l.ingkungan Departeiren Kesehatan masih beraneka raciarn maka perlu adanya suatu 

pedai-nan pernbinaa.1 dokurrentasi dan inforrnasi hu.Tci.In der1gan cara : 
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- fv'.enyeragamkan tata cara pengurusan Dokurrentasi dan Info:r:masi Hukurn; 

- Me.rnbina tertib Dokurrentasi dan Informasi Hukum; 

..... Membina we~nang dan tanggung jawa.b kepada pejabat/petugas yang diserahi 

pengurusan Dokurrentasi dan Informasi ffukum; 

- Merr.bina hubungan tehn..is a&nini:strasi antara Bi>ro Hukum dan Humas Clengan 

u.rtlt Jaringan Dokumentasi dan Info:r:masi Hi.lkum Kantor Wilayah/Dinas Kese­

hatan, Unit 'Pelaksanaan Teknis serta Badan-badan Usaha Iv'il.lik Negara di 

lingkungan Departemen Kesehatan dll, yang secara teknis operasional unit.,.. 

u.rrit tersebut tetap dibawah p~:inan kesatuan kerja rnasing-masing. 

A. Dokumentasi Huk.um adalqh suatu proses·. _pengtm1?ulan, ~ngolahan, peny:im::>anan 

dan :penyererluasan semua produk hukum, l'.)eraturan perundang-undangan serta 

bahan hukum lainnya : 

l. D.Jk.umentasi Hu.ltum rreliputi sumber dan bar.an hukum : 

l .. L Peratara,n pe:tundang-undangan sebelun KEm:;rdekaan antarq lain : 

Jarnan Hina±a Belanda : 

--vet 

- , Algerrene Maatrege:l Van- :aestnur 

- Ordonantie 

- Regering Verordening · 

Ja:rnan !?enjajahan JepanJ : 

- Tingkat Pusat 

- Tingkat Daerah 

...- Osamo Seirei. 

.,.... Osamu Kaurei 

.... Synrei: Koore± 

- Kooti: Zilnuyokurei 

""' Tok:ubetsurei. 

1.2. Peraturan Perundang-undangan ditin:Jkat Pusat sebelum Ketetapan 

MPRS No. XX/MPRS /1966 antara lain 

- Konstitusi RIS 

- Undang,..;undang Dasar Sanentara Tahnn 1950 

- Dekrit Presiden 

- Penetapan Presiden 
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- Ke:tetapan MPRS 

- Peraturan Penguasa Perang Tertin:Jgi 

- Keputusan Penguasa Perang Tertinggi 

- Instruks:l Penguasa Perang Terting'gi 

- Maklumat Presiden 

- Penetapan Dewan Pertahanan Negara 

- Instruksi. Dewan Pertahanan Negara 
- Keputusan yang · dikeluarkan Presidium Kabinet 

1. 3. Peraturan Pexundang-undangan di tingkat Pusat berdasa,rkan Ketetapan 

MPRS/ No •. XX/MPRS/1966 antara lain : 

- Undang-undang Dasar 1945 

- R"e:tetapan Majelis Pe:r:mosyarawatan ~ 

- Undang-undang/Peratm:an Pemerintah Pengganti Undang-midanq 

- Peraturan Presiaen 

- Instruksi Presiaen 

- Peraturan Pelaksanaan lci.nnya ~ .: 

- Peraturan Mentetl 

- I<epUtusan M:mteri 

- Inst:raks:t Menteri 

- l{epUt:nsan Be:i:Sama Menteri 

- KepUtusan Direktur Jenderal dan atau yang sederajat 

- Keputusan BerSama. Direktur Jenderal 

- I<eputusan Sekretarrs Jenderal. 

- Keputusan Inspektur Jenderal 

- Keputusan I.embaga Negara Non nepartenen 

1. 4. Peraturan perundan:J-undangan at tingkat Daerah antara lain : 

- Peraturan Pemeri.ntah Daerah 
- Keputusan Gubernur I<epa1.a Daerah Tingkat .I 

- Keputusan DPRD .Tingkat I 

- Instruksi. Guberilur Kepala Daerah Tingkat I 

. - Pengurnunan Gubernur Kepa).a · Daerah · Tingkat I 

-·Keputusan Kepala Kantor Wilayah 

- Keputusan Kepala Dinas 

- Keputusan Kepala Unit Pelaksana, Tekitl.'S 
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- Keputusc::n Bupati ¥..epala Daerah Tingkat II 

- Keputusan DPRD Tingkat II 

- Keputusan Camat 

1. 5 • Produk Hukum, antara lain adalah 

- Keputusan Pangadilan Negeri 

- Keputusan Pengadilan Tinggi 

- Keputusan Mahkamah Agung 

- Keputusan Dewan Pertirnl:e.ng-an AgUng 

- Keputusan Badan Pengawasan I<euangan 

- Perjanjran-perjanjian aengan negara lain 

- Perjanj ian,IROOtrak dan yang sejenis 

1. 6. Bahan-l::ahan Hukurn l ai.nnya antara. lain adalah. 

- Hasil i;>enelitian, tulisan-tulisan yanq erat hubungannya dengan hukum 

dan peraturan-:i;eraturan :oerimdang-undangan, rnisalnya bahan seminar, 

lOkakarya di.bi.dang. Imkam.. 

- Publi:kasi hnkun 

- Baban keoust:akaan 

2. Bahan hukurn dan peraturan perundang-undangan tersel::ut diatas rrenurat nilai 

dokurcentasi dapat dibel::anY"~ menjadi bahan priner dan bahan sekunder. 

2 .1. Bahan prirrer adalah sunber".""sunbe:r. hokum yang narpunyai kekuatan rrengi- . 

kat, antara, la.in adalah : 

- Peraturan perundang-undanqan diti.ng~t pusat 

.,.. PeratUran perundang-tmdangan ditingkat Daerah 

- Keputusan Pengaclilan Nege.ri.,' Pengadilan Ti.nggi · ·dan Mahkamah AgUng 

- Keputusan Dewan Perti.""'nbanqan ~-
- Keputusan ·Badan Pengawas Keuanqan. 

2. 2. Bahan sekund~ adalah sumber~· _fnlkum yang erat hub:mgannya dengan 

Dahari. primer,' atau bahan..:..bahari/sumrer bahan yang dapat nenbantu untuk 

TIEB.gerti atau rrenganalisa baban-bahan ori:mer, antara lain : 

- Basil t:eneli'tian, tulisan-tulisan y~ erat hubungannya dengan pera.-
, 

turan perimdang-undangari. 
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B. Jaringan Dokunentasi dan Infonnasi Hukun adalah suatu sistim yang dapat rre­

layani kefutuhan infoDDaSi dokunenta.si hulran ·secara cepat dari tepat dengan 

tujuan : 

a. untuk dapat nengerti perkembangan terakhir dari peraturan !_Jenmclang-unda­

ngan; 

b. untuk dapat nengmpul,kan secara sistiroatis dan nenyeluruh peraturan per­

undang-undangan; 

c. untuk. dapat rrencari jawaban YCIDJ tepat nengenai suatu masalah yang ne ·-

.nyangkut satu atau lebih peraturan perundang-undangan; 

d. nenyebarluaskan peraturan perandanq-undaix]an. 

Dengan kata lain, Jarin:Jan Dokrmentasi dan In.fomBSi. Huktm l:etsebut harus 

segera ·dapat nenentukan ada .atau tidajc adanya doJmnen dan. tnfoIJTiasi hukum 

YaI'XJ dib.ltubkan. s~ Jaringan Dokunenta.si dan Infonnasi Hukun yang dimak.,-. 

sud neliputi rangkaian kegiatan YCil'lCJ. -satu . sama la:i:n saling rrenunjaIXJ, yaitu 

kegiatan dan penerbitan/penggandaan, kec;Jhtan penenDJaJ1 kembali.,. dan kegiatan 

kanmikas:t jadugau . <Penyeiarlnasrmt,. 

. . . . . . . .... . . . , ....... , . ... .. .. ,, ......... , ........... , . 
. ·-mm •I<ER..JA ·~ ·OOI«MENrAS:t 'Ill\N ·:iNrolM\sI: 

-
l. FlJD3S:i. Jar.ingan DoJammtas:i dan rnfcmnasi HUJam at tingkat Departeren Ke-

sebatan adalah nerupakan rang~an keseluruhan tugas Biro HukuIP dan Humas 

Sekretarlat Jendera1 yang elite~ Derdasarkan Surat Keputusan .~teri 

~tan No. 558,/Menkes/SK/1984 .. 

2. ·Fungsi Jaringan Dakmentasi dan Infonnast HukLnt ditingkat D:b:ektorat Jen-
. . . . . .·. 

deral, I:nspektorat Jender~l, Badan di l.ingktmgan-Departemen Kesehatan rce-
rupakan rangkaian tugas SUb ·Bag±an PenYaJ:ren dan Infonnasi yang ditetap-

. . . 
kan da1am sw:at I<eputusan Menteri Kesenatan No. 558,!Menkes/SK/1984. 

. ' 

3, Fungsr J~an ~tas± dan Infcmna$~ · Huktm di tingkat Kantor ~ilayah 

Departemen: Kesehcltan d± sel.urnh na~ari 'r:i:n9-kat .I' .di Indone~i°' adalah ne­

rupakan rangla;rl:an keselUruhari togas . Bag~ ~ta Usaha yang nanbawahi $Ub 

.Bagian Unmt ~tor Wilayah Yang dite.tapkan dalam Surat Keputusan Menteri 

Keseratan No. 485~/SK,NII/19S6. 
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4. Fungsi: Jaringan Dokurrenta,si dap Infonnasi Hukum di tingkat Kantor · 

Departerren Kesehatan Kabupaten/Katamadya di seluruh Daerah Tingkat II 

di Indonesi:a adalah irerupakan rangkai:an keseluruhan tu.gas Sub Bagian 

Tata Usaha yqng ditetapkan dalam Surat Keplitusan funteri Kes~tan 

No. 275;Menke5/SK/VII/79 Bab Ir pasai 39 dan 40 Tahun 1979. 

5. Jaringan Dokurnentasi dan Infonnasi Hukum ada di tiap-tia:r:> Unit kerja 

yang rrenangani huk:um dan peraturan pertmdang-undangan .: 

a~ f'.ada tingkat Departernen Keseratan ada di B±.ro Kukuffi clap. HtJmas ber.:.. 

tugas : 

lL. Seb:lgai unit penunjang Ja.ringan Dokme:ltasi da,n I:nfox:masi Huktm 

tingkat Na,sional; 

2.[. menjadi Busat Jaringa,n Dokumenta,si dan Informa,s:t IfuktJm di: Depar­

teren Kesehatan dan merup3,kan "jalur hubungan denqan Pusat Jar± -

ngan Hukum tingkat Nasional dan ·Jaringan Dokumentasi dan Infor -

masi Hukrnt Departemen l.a:i:nnya~ 

31. rrengkoordinasikan. ~, pen:;~an, ~ Ja:cingan 

Dakt.mentasi; dan Infcmnas± · atlkan at m:i.sin:J-masi:nq t:tngkat D:irek:to-' 

~ Jenderal, In.spektora,t Jenderal, Badan, Kantar-W.tlayah, Hlfl1N 

dan UPT di lingkungan Departemen Kesehatan. 

41 • merencanakan program :penataan tenaga ahli Dokurrenta,si hukum & 

Perpustakaan. 

51. irelakukan e~luasi pelaksanaan dan pengembangan jaringandokuiren- -
. . . 

· tasi dan informasi di lingkungan Departenen Kesehatan atau dengan 

Departenen lainnya. 

b. Pada tingkat Direktorat Jenderal, Inspek.torat Jenderal dan Badan, berada di 

Unit yang ~wahi. Sub Bag±an Penyajian dan Informasi bertugas ! 

- 11. r~gkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan Jaringan Dokurnentasi dan 

Inforrna,si Kuk.urn di tingkat Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ba­

dan _dengan Unit kerja lainnya yang berada dalam Ungkunga,n D±rektorat 

JenderB;l dan Badan. 

2L Merupakan Unit Jaringan yang menunjang Pusat Jaringan Dokumen~i dan 

;illfonnasi Hukum ~ Kesehatan~ 

3L Membina lruhmg~ yang baik dan lancar dengan Unit Jaringan lainnya da­

lam lingkungan Departernen Kesehatan. 
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c. Pada tingkat Kantor Wi.layah berada di Unit yang nenangani kegiatan per­

pustakaan & Dokutentasi Hukum ~as : 

1) • Mengkoordinasikan pelaksanaan dan oenqembangan Jaringan Dokumentasi 

dan Infonnasi Hilkml di tingkat Kantor Wilayah Depa.rtanen Kesehatan 
cli daerah. · -

2L Mertipakan Unit Jarinjan yang rrerumjang :r?usat Jaringan Dokumentasi . 

dan Infonnasi Hukan Depart:enen KeSP.hatqn. 

3) • Mertipakan Un.it Jaringan Dokmeltasi dan Ih~o:rmasi Hukum cli Daerah 

T.i.ngkat r ~ lingkungan ·nepart.enen· Kesehatan. 

41. Mellbina lmhmgan ~ baik dan lancar dengan Unit Jarin;;an la.±nnya 

yang ber~ ,di. Pe!rerinum Daer$ Tingkat r 

6. Tenaga, pelaksana fungsi Jaringan Dokumentas± da,n Infonnasi Hukum dilakukan. 

oleh tenaga,-tenaga dengan ~tar belakang pendidikan bidang hukun atau bi~ 

lain: yaiq mendapat· latiban dokmentasi dan infmnast· lmkmr.· 

Pera.turen 
Perundang 

Undange.n 

Yuris-
Prudensi 

LI'!'E?.A'.:.'UR . 

J31l.GAN TATA KERJA JAlUN'"~U OOI<™ENI'ASr 

IW'l· ·INF'OR1ASI ~, DEPAR'miEN KESEHATAN. RI. 

~ ~ 
~ PUS AT JARJ;NGAN 

· DOKUME?-."T ASI 
DAN INFOR!.1ASI ~ 

P.UKUrJ DEP AR'!'E!mN 

KESEHATAN 

/ ~ 

Lingkungan 

Departemen M 

Kesehatan A 
- s 

Instansi y 
lain A 

R 
Organisasi 

A 
Pro:fesi 

Dep.KeE K 

- A 

M a s fl T 
M e di a 



• 

l 

. 

I Dep . Kesehatan 

I 
I 
I 

Insp . J ·enderal 

Dit.Jend. Yanmed 

D±t.;Jend,.Binkesmas r 
Dit. Jend. P O M 

Dit. Jend . P2M Pt.P ( 
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-. 

Unit Jarlligan Dokumen­
ta'si Informasi Hukum 
_Ti.ngkat Departemen(Bi­
ro H\Jkui:D. &. .Eruma.s Set­
.:rend. DeD .Ds. RI 

•. ' 

Masyarakat/ 
Pernakai 

MPR 

I;>PA 

MA 

• 

·-c-~------



• 

l 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 

- 10 -

BAGAN JARINGAN DOKOMENTASI DAN INFORM.AS! HUKUM . 

Dep.Kesehatan 

DEPARTEMEN KESEHATAN RI 

Pusat Jaringan Dokumen 
tasi & Informa.si Hukuiii 
Tingkat Nasional 

-l l 
-

l ·-
Insp. Jenderal I 
Di t. Jend. Yanmed I 
Dit.Jend.Binkesma.s· I 
Dit.Jend,- P 0 M I 

' I Dit.Jend. P2M PLP 

~adann£iReli~ & enge gan • I 
B. U. M. N. I 
Kanwil Dep.Kes. l 
Kanto7 ga~-Kes Kabaj paten Ko a 

Pemerintah Dae rah I 
I 

«f--___,. 

.. 

0 
Do 
fo 
Ti 
te 

nit Jaringan 
k.umentasi In­
rma.s'i Hukum 
ngkat Depar~ 
m(Biro .Hukum 

& 

·De 
Setjen 

Masya.rakat/o 
Pemakai ~ 

Men.Sekneg 

Dep.Dalam Neqeri ·. -
n...n _ T.n .. r Necreri 
DeP. Penerangan 
Dep. Keuangan 
Dep .·Perdagangan 
uep.Perinaus-i;rl.ca.n 
Dep.Pekerjaan Umum 

Deo.Perhubunqan 
Dep.P· & K 

Den. p,..,.. ............. , 
Deo. Pertanian 
Dep. Kehutanan 
Dep. Koperasi 
Dep. Agama 
Dep. Sosial. 

Deo • TransmitYr.tsi 
n...p_ Han'kam 

Deo. Pertamb. & Enerqi 
Menko •. POLKAM 

Menko Kestra 
Menko ~.!:" . __ N 

M,:.n .Nea:.Perum;..Ra:kyat : 
Men.N~.Keper;i~. dan 
Lingk gan·· Hi up. 

Men.Neer. PORA 
'Men.Neq. UPW 
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BAGAN JARINGt\N DOKOMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

DEP~1EN KESEHATAN RI 

Dep.Kesehatan I 
Inspek.Jenderal .I 
Dit.Jend. Yanmed ! 
Dit.Jend.ai:nke.smas I 
Dit • .Jend. P 0 M I 
Dit.Jend. P2M PLP 1 
Badan Peneli~an & 
Penaem0ang:an Kes . I 
B. u. M. N. J 
Kanwi'l Dep.. Kes ~ ] 
Kantor Dep.Kes. Ka-1 
J;m;wa teo l:E;od~ 

Pemerintal;L. Daer an l 
I 

Pusat Joaringan Dok & 
Infor~Tingkat Nasional 

+-----
-lt 

Uni t Jaringan 
kumentasi Hu­

um Tingkat ·ne-
Do 
~ 

pa rtemen(Biro J 
ukum dan Hurnas 
tjen Dep.Kes. 

H 
Se 

Masyarakat/ 
Pemakai 

Arsro Nasional 
B AK N -· 

I B.AKIN 

BKKBN 

BKPM 
Bakosurtanal 

t. Bapp~nas 
Ba tan 

Bulocr 
I B;::;-nk Indonesia 

Biro Pusat ·Stat. '.' 
Dewan Penerbangan 
& Angkasa L~ 

Dewan Pertahanan 

Keamanan Nasf on~ l 
Dewan reielfommt=::r~:. 

,__ 

L AN 
L I p I 
LA P AN 
Lemoaga ::>an<l.l.. !.'leg. 

Keia.ksaan Aqung 

BPPT 
LKBN 

Dewan Stabilisasi 
Ekonomi Nasional 
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TATA CARA PENDOKI.JMENTJl..SIAN HIJKlM 

1. Pengurrpulan bahan a tau pengadaan, dilakukan dengan cara 

- beli; foto copy 

- tukar rrenukar antara unit atau antar Departerren; 

- hadiah. 

2. Seleksi terhadap p.=raturan perundang-unaangan rrenurut 

- Undang-undan:r 

- Peraturan Perrerintah 

- Peraturan/Penetapan/KeputusanjPo-..rlntah/Instruksi Presiden 

- Peraturan/Penetapan/Keputosan/Instruksi ·M=nteri dan lain-lain 

Pejabat Pe:neri:n.tah Pusat. 

-Peraturan/IZeputusan dan sebagainya darl Panerintah Daerah; da,n 

- La,in-lain ketentuan Pemerintah. yang nernptmya± kek.uatan hukum. 

3. Pencatatan keda ·1 am buku induk.. men.mt karya, per3.turan perundang-undangan. 

Buku induk terdiri atas be.berapa kolan yang nemuat ·: 

1. tangga,l penerirnaan 

Z. nanor :i:nduk/reg:tstrasi 
3. noror PP /lMI' 
4. peri:hal/tentang 

5. sunrer perol~ 
6. cara rcenperoleh bahan; dan 

7. keterangan. 

-4. Ka,talogisasi 

Setiap karya peraturan perundang-undapqan aga,r muda.h dan ce.pat ditemukan 

kembali maka perlu dihuatkan kartu ka'ta;log. 

I<artri ki;ttalog ~dale$ daftar dqrl ~-bahari atau koleksi y~ ~'DUnyaj:.. 

suatu perpustakaan atau dokumentasi~ 

Kartu katalog manpunyai. ukuran lebar 

panjang 

5. Pemreri:an subyek, 

6:. Penge.~an kartu ka,talog 

: 7 ,5 an 

12,5 an 

7. Penyusmian kartu-kartu ka~lcxj keda,larr; laci/lernarl kata,log secara khrono­

logis-menu.rut pera,turan perimdang--i.mda,ngan dan rcenurut subyek. 
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,. 
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8. Penyin;>anan karya peraturan perundanq.-undangan kedalarn lemarl. fj.le/ 

filing cabinet nenUrut peraturannya. 

9. 5ecara terkala ~tkan hJku katalog ~turan perundang-unda,tx]an. 

10. MenYusun dan menerbi.tkail anot:asr/~ peraturan perondan:;J-urdangan. 
. . ' 

. 11. Penyebaran dakunen/irifom1ast lulKlln llaru yang telan dihastlka;ri. 

aal-~ yang l:elim dia,tur da_lam ~ ~ aican dimasukan kedal~ 

" BUKIJ P~ 'IEI<N:'!S ~ BDKCM ... 

~--~~:apltan di : J .A, ~A ·R T A 

:...---iillCICll"~~::rqal · . . ... : . ·12. ·?lbperi:>er ·1988. 
. . ~ ·. . ·, . 


